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This journal explains the law of Companies in Indonesia with the 

aim of achieving both understanding and knowledge of Company 

law in Indonesia in the hope that it can help prospective business 

actors in establishing their companies in accordance with 

applicable regulations and laws in Indonesia. This journal also 

discusses the importance of understanding and knowledge of 

Company law for business actors in establishing or forming a 

Company. This journal also explains basic matters related to 

company law such as what is company law, legal sources from 

company law, company forms to company establishment. 
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INTRODUCTION 

Lahirnya kata “Perusahaan” merupakan hasil pertumbuhan terlihat ada 

bagian bidang bisnis selanjutnya kata Perusahaan ini dimasukkan pada 

Kitab”Undang-Undang-Hukum”Dagang (KUHD). Dengan ditemukannya sebagian 

kelemahan yang dimiliki  KUHD inilah yang menjadi latar belakang masuknya 

istilah Perusahaan dalam KUHD. Meskipun demikian, KUHD tidak menjelaskan 

istilah Perusahaan denga jelas dicantumkan hak mengenai seperti”apa”yang 

diberlakukan terhadap kata “pedagang” bersama dengan “kegiatan perdagangan”. 

Sebagian para seorang ahli pada bidang hukum sudah mengemukakan 

penjelasan mengenai apaitu perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka 

peroleh. Salah satunya adalah Molengraff yang menyampaikan bahwa perusahaan 

merupakan seluruh kegiatan yang laksanakan secara berkala agar mencapai 

pendapatan, dengan cara seperti perdagangan atau penyewaan produk atau dengan 

kesepakatan dagang atau sewa. Molengraff”mendefinisikan “perusahaan” dengan 

sudut pandang perniagaan. Hal tersebut didasarkan oleh tujuan untuk mendapatkan 

penghasilan dilakukan dengan cara perdagangan, penyewaan, dan perjanjian 

perdagangan. Berbeda dengan Molengraff, Polak memandang perusahaan dari segi 

komersial. Polak (1935) mendefinisikan suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai 

maskapai seumpama dibutuhkannya perhitungan keuntungan dan kerugian yang 

cakap diperkirakan kemudian dicantumkan dalam sebuah pembukuan. Melihat dari 

konsep pendataan ini, menjadikan konsepan makna sebuah perusahaan sangat jelas 

karena terdapat pendataan termasukdari antara bagian mutlak yang perusahaan 

perlu miliki. Selain itu, Undang-Undang Nomorp8 Tahunp1997 juga menyebutkan 

definisi perusahaanpsebagai seluruh usaha yang menghasilkan keuntungan secara 

berkala dengan system kegiatan tetap, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan 
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seorang ataupun berbentuk badan usaha yang dibuat pada bagian wilayah NKRI 

seperti membuat badan hukum  

 yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk 

memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun 

badan usaha yang dapat berupa badan hukum atau bukan badan hukum dan 

didirikan serta berkedudukan di wilayah Indonesia. 

 

METHODS 

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan metode penilitian hukum 

normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan kali ini 

penulis menggunakan bahan sumber hukum sebagai dasar penjelasan materi yang 

diantaranya seperti peraturan Perseroan Terbatas pada Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2007, dalam hal ini peraturan tersebut menjadi bahan hukum primer dan 

buku baik buku hukum maupun ilmiah yang berkaitan dengan hukum perusahaan 

serta jurnal-jurnal, imakalah, iartikel, daniinternet yang berkaitan kepada 

perusahaan dengan landas hukum sebagai bahanphukum sekunder. 

 

RESULTS & DISCUSSION 

Secara terminologi industri atau dapat diartikan perusahaan dikenal sebagai 

kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pengertian tersebut 

sama dengan arti perusahaan yang dirumuskan oleh Molengraaff dari pandangan 

segi ekonomi. Menurut Mollengraaff yang menyebutkan apabila industri 

merupakan segala kegiatan dengan pelaksanaan dilakukan berkala agar dapat 

memperoleh pemasukan beserta  perdagangan, penyewaan produk bahkan perlu 

membuat kesepakatan terkait perdagangan. Lain halnya dengan Polak yang 

mengartikan perusahaan dari segi komersial. Pada tahun 1935 melihat sisi 

komersial dari sebuah perusahaan dengan maksud memperhitungkan kerugian dan 

keuntungan dan melakukan pendataan secara berkala adalah bentuk suatu 

perusahaan. Ditambahkan pula oleh polak terkait “pembukuan” dalam pengertianya 

mengenai perusahaan. Dengan adanya unsur tersebut arti perusahaan lebih 

dipertegas, hal ini dikarenakan pembukuan termasuk salah satu bagian berbentuk 

tetap dan perlu ada disetiap perusahaan, berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pengertian perusahaan baik yang dirumuskan oleh 

Molengraaff ataupun Polak, tidak ada yang menyebutkan mengenai perusahaan 

sebagai badan usaha. 

Hukum sendiri memiliki arti yang cukup luas, terdapat banyak ahli hukum 

yang telah mengartikan apa itu sebenarnya suatu hukum. E. Utrecht mengartikan 

hukum sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan yang 

dibuat pemerintah juga hal hal yang tidak diperbolehkan yang mengatur norma 

ketertiban warga negara dan oleh karena itu masyarakat perlu menaati peraturan 

tersebut. Lain halnya dengan buku yang berjudul De Algemene begrippen van het 

Burgerlijk Recht oleh Prof. Mr. E.M. Meyers  yang menyebutkan 

hukum”merupakan seluuruh peraturan yang berisikan tanggapan kesusilaan dan 

diarahkan kepada sebuah sikap kebiasaan manusia dalam masyarakat serta menjadi 

pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Dengan demikian 

dari pengertian-pengertian diatas terlihat sebuah kesimpulan apabila hukum bisa 

disebut sebagai ligkupan seluruh atau perintah dengan kandungan pertimbangan 
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kesusilaan juga bertujuan untuk mengatur susunan tataan suatu warga negara 

dengan memberikan hukuman berbentuk denda maupun hukuman kepada setiap 

yang melanggar. 

Sebelum memahami lebih jauh mengenai hukum perusahaan serta 

bagaimana mendirikan sebuah perusahaan berlandaskan kepada keberlakuan suatu 

aturan di Indonesia, tidak ada salahnya mengetahui terlebih dahulu mengenai 

sejarah dari hukum perusahaan itu sendiri. Dalam mendalami sejarah dari hukum 

industrial di Indonesia akan selalu terikat kepada historis terkait hukum”dagang. 

Hal tersebut dikarenakan latar awal sebuah historis hukum industry Indonesia ini 

mempunya kesinambungan yang kuat dengan historis hukum keniagaan terutama 

sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda sendiri sudah pasti 

berkaitan dengan sejarah hukum dagang Prancis. Sedangkan sejarah hukum dagang 

Prancis tidak juga dapat dibelah terkait eksistensi hukum”Romawi dengan lebih 

familiar sebagai Corpus Iuris Civilis. 

rangkaian cepat hukum historis dagang diawali  di Eropa sebagai tempat 

memulai langkah awal pada tahun 1000-1500 Tahun sesudah masehi). Alasan 

berkembangnya hukum dagang di Eropa bisa ditandai mengacu pada muncul dan 

berprosesnya kota-kota dagang di”wilayah Eropa”Barat. Merujuk pada masa 

dimana muncul kota-kota yang menjadi pusat perdagangan di Italia dan Prancis 

bagian Selatan, seperti Florence, Marseille, Genoa, Barcelona, dan masih banyak 

lagi. Namun hal hal sengketa yang ikut hidup dalam bidang perniagaan tersebut 

tidak dapat diselesaikan seluruhnya dengan hukum romawi. Melihat hal ini 

membuat banyak kota Eropa Barat yang kemudian dibuatkan aturan baru hukum 

baru yang tegap berdiri sendirian di samping Hukum”Romawi yang”berlaku 

umum. 

Pemberlakuan hukum terbaru hanya ditujukan kepada kalangan penjual dan 

jalinan hubung perniagaan antar pedagang, Membuat  hukum ini biasa dikatakan 

dengan “Hukum Pedagang” atau”koopmansrecht. Diawali dengan hukum 

perdagangan dengan sifat kedaerahan yang menjadi bentuk hukum yang sedang 

berlaku atau unifikasi pada setiap daerah. Konfik yang tidak dapat diselesaikan 

pada setiap daerah  berdampingan dengan hubungan tiap daerah tersebut 

mengasilkan dampak perkembangan pesat pada bidang dagang, hal ini yang 

menjadi langkah awal pembentukan badan yang mengatur hal terkait perdagangan 

secara hukum pada setiap daerah. 

Negara Belanda yang sempat menjadi negara penjajahan prancis saat itu 

telah menjadi negara keanekaragaman hukum atau pluralisme yang 

memperlihatkan suatu kondisi yang sangat berbeda untuk bidang hukum perdata 

disana. Beberapaphukum yang berlaku di Belanda pada masa itu diantaranya 

terdapat Hukum Romawi, Jerman, Belgia serta peraturan-peraturanaRaja 

atauaGubernur. Namunapluralisme hukum di Belanda pada masa tersebut malah 

menimbulkan ketidakpastian suatu keyakinan hukum. Belanda pada tahun 1813 

setelah  penjajahan yang dilakukan prancis, Raja Lodewijk Napoleon langsung 

segera mebuat delegasi untuk proses pembuatan peraturan negara dengan tujuan 

untuk mengkodifikasi hukum privat dengan tetap mempertahankan keragaman 

hukum yang dimiliki belanda dan pengaruh yang ditimbulkan pada masa itu. 

Komisi Pembuat Undang-Undang ini terbentuk pada Tahun 1814 yang kemudian 

berhasil menyiapkan Rancangan Undang-Undang yang dimanakan Ont Werp 
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Kemper pada Tahun 1816 dengan maksud agar dapat menghapus efek hukum yang 

ditimbulkan oleh Prancis. Namun, RUUatersebut ditolak oleh seorang hakim tinggi 

Belanda. Pada Tahun 1820 Komisi Pembuat Undang-Undang menyelesaikan revisi 

RUU pertama yang kemudian dinamai OntiWerp KemperaII. Tetapi, revisi atas 

RUUatersebut ditampik anggota dewan belanda untuk kedua kalinya, menjadikan 

kewajiban Komisi Pembuat Undang-Undang dimaklumatkan tidak berhasil. 

Setelah kegagalan tersebut melalui pertemuan anggota dewan diputuskan agar 

melakukan kajian perbandingan dengan Prancis. Pada tahun 1838, Komisi Pembuat 

Undang-Undang memutuskan untuk mengkodifikasi CodeaCivil dan 

CodeiduiCommerce Prancis membentuk BurgelijkeiWetboek (BW) dengan 

Wetboekivan Koophandeli(WvK). Dengan hadirnya 

hukumapedagangi(koopmanrecht) menyebabkan pembangunan CV hanya dapat 

dilakukan oleh para pedagang, sedangkan untuk kalangan yang bukan 

pedagangahanya diperbolehkan membentuk badanausaha lain seperti 

BurgelijkeaMaatschap. Molengraaff bersama VanaApeldooren menolak akan 

adanya pemisahan hukum yang membedakan antara kalangan penjual dengan 

kalangan bukan pedagang, hal ini menyebabkan disetujuinya pencabutan atas hal 

yang tercantum di Pasali2 hingga Pasala5aKUHD. 

Pada bentuk pembicaraan mengenai rencana diberlakukannya 

hukumaBelanda di HindiaaBelandai(Indonesia), muncul 2a(dua) pemasukan 

ataupun ajaran di antara para ahli hukum Belanda pada masanya. Dimana pemikiran 

pertama mengharapkan seluruh aturan hukumaBelanda ditetapkan di 

HindiaaBelanda dengan tujuan agar Belanda yang menjajah Indonesia dapat 

dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Sedangkan pendapat kedua tidak setuju 

atas diberlakukannya asas konkordansi secara keseluruhan di Indonesia, hal ini  

dikarenakan telah terdapat hukumayang hidupadan mengatur kehidupan warga 

negara Indonesia (Hukum Adat). Selain itu tidak sedikit pertetnangannya hukum 

belanda dan hukum adat diiIndonesia. Akan tetapi masyarakat Indonesia tidak 

mendapat keharusan untuk sukarela patuh dan tunduk kepada aturan hukum eropa. 

Walhasil, asas ke-2 konkordasi yang menjadi dasar pemberlakuannya di Indonesia 

(dahuluaHindiaaBelanda) menggunakan sebutan KitabaUndang-Undang 

HukumaPerdata (KUHPer)ajuga Kitab Undang-UndangaHukum 

Daganga(KUHD). 

Dengan hadirnya sebutan perusahaan pada ranah hukumadi 

Indonesiaaberkaitan erat pada histori dan hukum dagang yang telah tumbuh. 

Hukumadagang termasuk dalam hukumaperdata khusus yangadiciptakan bagi pada 

pelaku usaha dalam kegiatan jual beli. Awalnya hukum ini hanya diberlakukan 

hanya bagi kaum pedagang saja. Istilah Perusahaan lahir sebagai wujud 

perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam 

Kitab Unang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 

Sumber Hukum Perusahaan 

Seluruh pihak yang membuat peraturan atau ketetapan hukum perindustrian 

merupakan sumber hukum untuk perusahaan. Para pihak terkait dapat berbentuk 

badan kongres yang menciptakan peraturan, Para pihak terkait yang membentuk 

suatu kesepakatan bersama dalam menciptakan perjanjian, seorang hakim dengan 

tugas pemutusan perkara tersebut dapat membuat yurisprudensi, pihak pihak 

pengusaha yang memiliki konvesi disetiap perusahaan. Maka dari itu hukum 
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perniagaan perlu tersusun atas peraturan atau ketetapan hukum yang terdapat dalam 

banyak peraturan, perjanjian para pihak, yurisprudensi, juga konvesi disetiap 

perusahaan. 

1. Penetapan peraturan  

Awal dari masuknya hukum pada penetapan perundangan sejak 

Hindia”Belanda yang saat ini masih terus berlaku berdasarkan aturan konvesi 

disetiap perusahaan”peralihaniUndang-Undang Dasarr1945, sesuai persyaratan 

yang tercantum pada KUHPer danlKUHD. Berperannya KUHPerdata kepada 

seluruh kesepakatan ini didasarkan pada peraturan yang diatur di Pasal”1319 

KUHPerdata yangmana menyebutkan: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai 

suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk 

pada peraturan-peraturan umum, yang terbuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. 

Dengan demikian, KUHPerdata memiliki kedudukan selaku lexigeneralis atau 

biasa diketahui sebagai hukumiumum, kemudian KUHD berkedudukan selaku 

lexispecialis atau biasa diketahui sebagai hukum biasa diketahui sebagai 

hukumikhusus. Terlihat jelas bahwa penetapat aturan yang ada di Pasali1iKUHD 

sebagai penentu apabila KitabiUndang-Undang HukumiPerdata digunakan kepada 

hal-hal di dalam undang-undang ini (KUHD) diatur secara langsung, sekadar 

dalamiundang-undang tersebut menggunakan pengaturan umum dan beralih arah. 

Contohnya seperti pada isi KUHPer mengatur perihal suatu kuasa yang diberikan 

atau lastgevingisedangkan dalam KUHDiterdapat aturan lain yang diatur dengan 

khusus mengenai suatu kuasa yang diberikan berhubungan dengan surat suatu 

kuasa yang diberikan berharga. 

Di Indonesia juga banyak peraturan-peraturan mengatur tentang perusahaan 

yang sudah diundangkan selain pemberlakuan peraturan yang masih digunakan 

sampai saat ini pada BW (KUHPer) dan KUHD, seperti perusahaan perindustrian, 

perusahaan perdagangan, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan jasa atau 

pelayanan. 

2. Yurisprudensi 

Bentuk seluruh keputusan keputan yang ditetapkan hakim pada persidangan 

atau suatu kasus yag belum terdapat peraturan yang mengatur didalam perundangan 

negara dan dikemudian hari keputusan tersebut menjadi acuan untuk hakim 

selanjutnya yang mendapati kasus atau persidangan serupa, hal ini biasa diketahui 

sebagai bentk yurisprudensi. Sama halnya pada bentuk aturan legal perusahaan, 

yurisprudensi merupakan salah satu awal sebuah peraturan hukum dimana seluruh 

pihak yang terkait dapat mengikuti hukum berupa yurisprudensi tersebut 

terkhususkan pada pertentangan pemberian seluruh hak”dan kewajiban yang telah 

ditentukan. Hak”dan”kewajiban yang hakim tetapkan langsung dalam 

yurisprudensi dianggap sebagai bentuk keterlibatan mendasar untuk penyelesaian 

pertentangan hak”dan kewajiban antar seluruh orang yang berhubungan. 

Dengan adanya yurisprudensi, system hukum dapat didekati hakim dengan 

system hukum berlawanan seperti bentuk anglo saxon sebagai salah satu system 

hukum. Penyelesaian masalah kekosongan hukum bisa teratasi menjadikan seluruh 

pihak yang membuat usaha di NKRI mempunyai perlindungan secara hukum untuk 

segala kepentingan terkait seperti Indonesia yang terdapat perusahaan asing yang 

menanam modal. 

3. Kontrak Perusahaan 
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Dalam menjalin kontrak kerja atau perusahaan tentunya diperlukan kesepaktan 

dua belah pihak pada kontrak dalam keperluan kerja dan bentuk usaha terkait 

sehingga terjadinya kata sepakat dari pihak yang terkait. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan kesepakatan antar para pihak 

mengenai hal-hal tertentu yang telah disepakati. 

Perjanjian tertulis perusahaan ini mejadi kausa penting pada kewajiban beserta 

hal yang pantas didapatkan Bersama dengaan tanggung”jawab seluruh pihak. Apila 

kedepnnya terdapat kontestasi terkait pemenuhan”hak dan”kewajiban, para pihak 

seluruhnya menyepakati bentuk damai dalam kesepakatan. namun apabilia 

pencapaian tersebut tidak didapati pada perjanjian kontrak para pihak, maka 

biasanya para pihak memilih penggunaan arbitrase dalam penyelesainnya atau 

pengadilan”umum. Kontrak yang telah dibuat secara jelas dan tegas menyebutkan 

hal-hal tersebut. 

Saat pengimplementasian kontrak perlu untu adanya pihak ketiga yang terlibat, 

baik pada menyelesaikan pembayaran ataupun pemberian barang hal ini perlu 

melibatkan pihak ketiga. Bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam kontrak terkait 

pemberian barang diantaranya perusahaan”ekspedisi, jasa angkut barang, pihak 

untuk mengudangkan barang, juga pihak asuransi. Diantara pihak ketiga yang 

disebutkan ada bank yang selalu menjadi yang terlibat dalam pelunasan harga 

barang. Pembayaran dengan segala cara yang perusahaan gunakan secara modern 

tentu selalu melewati bank dengan memakai surat”berharga beriringan bersama 

seluruh dokumen lain untuk menyertai. 

Dasar asas pelengkap yang terdapat pada peraturan negara selalu menentukan 

keterikatan kontrak perusahan, asas tersebut berupa perjanjian kontrak setiap pihak 

yang mencantumkan ketentuan penting dan perlu dilaksanakan oleh seluruh pihak. 

Namun apabila pada sebuah perjanjian tertulis ketentuan undang-undang tidak 

dijelaskan diberlakukan”bagi kontrak”yang bertingkat”nasional mungkin terdapat 

kejejelasan terkait kontrak tersebut. Lain halnya dengan perjanjian tertulis dengan 

tingkat internasional, Tidak ditentukannya pencantuman undang-undang dalam 

kontrak tingkat internasional dapat menimbulkan masalah seperti pencantuman 

undang-undang pihak”mana yang”akan diberlakukan, maka dapat diketahui 

setelahnya pihak pihak terkait perlu memilih antara masalah hukum”atau 

choice”ofilaw. 

4. Kebiasaan 

Dalam suatu perjanjian tidak mengatur seluruhnya mengenai”pemenuhan hak 

dan”kewajiban. Pada praktik perusahaan kebiasaan merupakan salah satu asal dari  

hukum”yang dapatidiikuti para”pengusaha. Apabila ketentuan aturan tidak diatur 

makaikebiasaan yang berjalan juga berkembangidi kalanganipengusaha dilihat dari 

cara perusahaannya diarahkan untuk berjalan dapat disertai dengan tujuan untuk 

tercapainya kesepakatan yang diinginkan para pihak. Terdapat beberapa prevalensi 

yang memenuhi kriteria dalam praktik usaha, seperti 

a. Perbuatan yang besifat keperdataan; 

b. Sesuai seperti yang ada dalam undang-undang ataurkepatutan; 

c. Diterima dengan lapang oleh seluruh pihak terkait disebabkan dengan anggapan 

sebagai”hal yangilogis danipatut; 

d. Mengenai hak danikewajiban yang seharusnya dipenuhi; 

e. Menujuiakibat hukumiyang dikehendakiioleh paraipihak. 
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Apabila pravlansi ini bertingkat internasionalidan disetujui para negarat 

terkait mengabulkan maka dicantumkan secara konvensi disetujuiiinternasional. 

Kedudukan Hukum Perusahaan 

Kedudukan hukum perusahaan jika melihat secara bahan usaha dan tata 

perniagaan, perniagaan yang diatur hukum masuk pada lapanganihukum 

perdataiterutama dalamibidang HukumiHarta Kekayaaniyang didalamnya terdapat 

hukumidagang. Akan tetapi jika dilihatidari kegiataniusaha seara umum dapat 

bergerakidalam kegiataniekonomi, makaihukum perusahaanitermasuk 

dalamilapangan hukumiekonomi. Denganidemikian, kedudukanihukum 

perusahaaniterletak padaihukum dagangi (termasukihukumiperdata) sekaligusijuga 

terletakipada hukumiadministrasi negara dan hukumiekonomi. Pada hukum 

administrasi negara sendiri dapat dilihat percantumannya di perundangan tepatnya 

KUHPerdataidaniKUHD. 

Macam-macam bentuk Perusahaan 

Terdapatiklasifikasi-klasifikasi pada bentuk perniagaan, seperti apabila 

dilihatidari kriteriaijumlah pemiliknya, perniagaan dibedakan menjadi 

perusahaaniperseorangan dan perusahaanipersekutuan. Perusahaaniperseorangan 

dipunyai dan didirikan oleh seorang pengusaha secara individual. Lain halnya 

dengan perusahaanipersekutuan yang berdiri dan menjadi milik 

beberapaipengusaha yangibekerja samaidalam satuipersekutuan. Mellihat pada 

kondisi kepemilikannya perniagaan terbagi berupa perusahaaniswasta dan 

perniagaan negara. Sesuai dengan Namanya, perusahaaniswasta merupakan 

perusahaan yang berdiri dan menjadi milik pihakiswasta, sedangkaniperusahaan 

negara berdiri dan menjadi milik negarai(BUMN). 

Apabila dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan 

menjadiiperusahaan badanihukum daniperusahaan bukanibadanihukum. 

Perusahaanibadan hukumiada yang menjadi milik pihakiswasta, yakni 

perseroaniterbatasi (PT) danikoperasi, bentuk lainnya yaitu menjadi milik oleh 

negara yakni perusahaaniumum (perum) daniperusahaan perseroani (Persero). 

Untuk perniagaan dengan bentuk badan hukumiseperti PT juga koperasiiselalu 

berbentuk perniagaan yang bersekutu. Berbeda dengan perniagaan dengan bentuk 

bukan badan hukum dapat berupa perniagaan perseorangan dan perniagaan 

persekutuan serta hanya dimilikiioleh pihakiswasta. Dengan demikian 

dapatiditentukan bahwaiterdapat 3i (tiga) jenisibentuk hukumiperusahaan 

yaituiperusahaaniperseorangan, perusahaanibadan hukum, idan perusahaanibukan 

badanihukum. 

1. PerusahaaniPerseorangan 

Bentuk perniagaan ini merupakan perusahaan swastaiyang didirikanidan 

dimilikiioleh pengusahaiperseorangan, dapatimemiliki bentukihukum sesuai 

dengan bidangiusahanya seperti perusahaaniperindustrian (perusahaanibatik), 

perdagangani (restoran) daniperjasaan (salon kecantikan). 

2. PerusahaaniBukan BadanlHukum 

Bentuk perniagaan ini merupakan perusahaan swastaiyang didirikanidan 

dimilikiioleh beberapaiorang pengusahaiyang bekerja samaidengan corak 

perusahaannya merupakan perusahaanipersekutuan yangidapatimenjalankan 

usahaidalam bidangiperekonomian sepertiidalam bidangiperindustrian, 

perdagangan, idaniperjasaan. 
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3. Perniagaan Badan Hukumi 

Bentuk perniagaan ini terdiri dari perniagaan swasta (PT dengan koperasi) 

yangididirikan juga milik seorang orang perniagaa yang bekerja sama serta 

perusahaaninegara (perum dan persero) yang berdiri dan menjadi milik negara. 

Bentuk perniagaan ini dapatwmenjalankan usahawdalam berbagai bagian 

perekonomianwseperti bidangiperindustrian, jasa,iperdagangan, juga seperti 

membiayai. 

Kegiatan Usaha 

Disebutkan oleh AmirullahiImam Hardjantoidalam ProsesiPengembangan 

Usaha olehiKaryoto, usahaiatau bisnisiadalah kegiatanimenghasilkan produkiuntuk 

mencakupi kebutuhanidan keinginanikonsumen denganiharapan 

mendapatkanikeuntungan melewati penciptaaninilai daniprosesitransaksi. 

Kegiataniusaha merupakaniberbagai bentukiusaha diibidang ekonomi,iyangiterdiri 

dariibidangiperindustrian,ijasa, keuangan, juga pada dagang yang dilakukan oleh 

banyak masyarakat, sekutu kerja, ataupun badanihukum. Salah satu kegiatanusaha 

tersebut dapatidikatakan berupa kegiatan usaha apabila memenuhi tiga unsur 

diantaranya ialah: 

1. Dalamibidangiperekonomian; 

2. Bertujuan agar laba Bersama keuntungkan dapat dicapai untuk; 

3. Dilakukan oleh pengusaha. 

Perseroan Terbatas dan Pendirian Perseroan Terbatas 

PerseroaniTerbatasi (PT) berasal dari kosa kata belanda yaitu “Namloze 

Vennootschap” yang diartikan sebagai usaha yang berjalan dengan bentuk 

badanihukum dengan asal modal didapatkan dari banyaknya saham yang dimiliki 

perseteroan, yang dari sebagian besar presentase saham PT pemiliknya mempunyai 

jumlah saham yang dominan. Hal ini berlandas pada penjualan dan pembelian 

saham yang menjadi modal awal kegiatan berusaha yang dengannya pula dibagi 

pada persyaratan dan saham yang telah ditentukan dan diatur dalam perundangan. 

Dalam KUHD memang tidak diatur secara sempurna mengenai definisi 

perseroan terbatas (PT). Namun dalam Undang-UndangiNomori40 Tahuni2007 

TentangiPerseroan Terbatasimenyebutkan yangidimaksud denganiperseroan 

terbatasiadalah badanihukum yangimerupakan persekutuanimodal, berdiri dengan 

dasar kesepakatan para pihak, melakukanikegiatan usahaidengan modalidasar 

yangiseluruhnyaiterbagi dalamisaham juga melihat kepada dipenuhinya 

persyarataniyang ditetapkanidalam Undang-Undangiini bersama 

peraturanipelaksanaanya. 

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam UU PT tersebutidapat 

dilihatiunsur-unsuridariiPT, yaituiPT merupakan badanihukum, PT 

merupakanipersekutuanimodal, didirikaniberdasarkaniperjanjian, 

melakukanikegiatan usahaidengan modalidasar, modal dasaridibagi dalamisaham-

saham, pendiriannyaiharus memenuhiipersyaratan yangidiatur dalamiUU PTidan 

peraturanipelaksananya. Salah satu badan hukum, PT sudah menyesuaikan dengan 

unsur-unsurisebagai badanihukum, hal ini diaturidalam UUiPT yang terdiri dari: 

1. Memiliki pengurus dan organisasiiyangiteratur 

2. Mempunyaiiharta kekayaanisendiri 

3. Dapatimelakukan perbuatanihukum dalamihubunganihukum, sehingga dapat 

digugatiatau menggugatidi depanipengadilan 
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4. Mempunyaiihak danikewajiban 

5. Memilikiitujuanisendiri. 

Dalam UU PT juga telah diatur syarat-syaratipendirianiPerseroaniTerbatas 

(PT), sebagaiiberikut: 

1. Didirikan oleh duaiorang atauilebih 

Melihat pada UU PT pasali7 ayati (1) menyebutkan bahwa peseroan 

diberdirikan olehidua orangiatau lebihwdengan aktaiautentik yangidibuat 

dihadapaninotaris dan dibuatidalam BahasaiIndonesia. Sedangkan dalam ayat (2) 

menyebutkan ketentuan dimanaisetiap pendiri PT wajibimengambilibagian 

sahamipada saatiperseroan didirikani (tidakiberlaku dalamihal peleburan). 

Kemudian penjelasan ayati(3) disebutkan ketentuan dalamihal pencairan, 

seluruhiaktiva danipasiva PTiyang meleburkanidiri menjadiimodal PTihasil 

pencairan.  

2. Berstatus badan hukum 

Agar perserosan diakui sebagai suatu badan hukum secara resmi, maka para 

pendiri secara bersama-sama mengajukan aktaipendirian dalamibentukiakta 

notarisimelalui sebuahipermohonan untukimemperoleh KeputusaniMenteri 

mengenaiipengesahan badanihukum perusahaan. Berdasarkan Pasalw10 UU 

No.40iTahuni2007, permohonanitersebut harusidiajukan kepada kementeri an 

selambat-lambatnya sejak 60 hari dari beridirnya suatu akta yang telah 

ditandatangani para pendiri yang dilengkapiidengan keteranganidokumen 

pendukungilainnya. Apabilaibaik paraipendiri ataupuninotaris tidak mengajukan 

permohonan setelah lewat jangka waktu 60 hari dari beridirnya suatu akta kepada 

kementerian, maka perseroan tersebut bubar karena hukum. 

Perseroan dapat mendapatkan status sebagai badanwhukum padaitanggal 

diterbitkannyaiKeputusan Menteriwmenganai PengesahanwBadan Hukum 

Perseroan (Pasali7 ayati(4) Undang-UndangiNomori40 Tahuni2007). Dalam 

Undang-Undangitersebut juga menyebutkan apabila setiap perbuatan yang akan 

dilakukanwoleh calonipendiri sebelumiperseroan tersebut didirikaniharus 

dicantumkanidalam aktaipendirian perusahaan terutama kegiatan dalam hal ini 

berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetoran. Perbuatan yang dimaksud 

tersebut terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Perbuatanihukum yangidibuat dalamibentuk akta autentik 

b. Perbuatanihukum yangidibuat dalam bentukiakta di bawah tangan atau bukan 

akta autentik  

3. Anggaranidasar Perseroan 

Peraturan terkait yang ada pada UUiPT tahun 1995imaupunidalam UUiPT 

tahuni2007, apaiyang dimaksudkanidengan anggaranidasar tidakidijelaskan. Pada 

Pasali8 ayati(1) UUiPTi2007 hanya disebutkan bahwa anggaran dasar merupakan 

salahisatu bagianipenting dariiAkta PendirianiPerseroan. Yang dimaksudkan 

bahwa, iaitidak bisaidilepaskan danimerupakan satuikesatuan 

denganiAktaiPendirian. 

AktaiPendirian tersebut adalah dokumeniperjanjianipendirian PT antar para 

pihak bersangkutan dengan apa bentuk dari akta notaris dan dihadapan notaris. 

Perjanjian para pihak atas pendirian PT ini menjadi suatu keharusan sebelum 

melakukan pendirian perseroan, hal ini diatur dalam peraturan pada Pasali1 butiri 

(1) UUiPT tahuni2007. Selain itu, dalam anggaran dasar perseroan para pendiri 
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dapat menyepakati mengenai jangka waktu berdirinya perseroan, apakahiperseroan 

dalam jangka waktu yang tidak dibatasi dapat dibangun atau perlu dibatasi. Notaris 

sebagai pejabat umum memilikiikewenanganiuntuk memberikanipetunjuk 

kepadaiparaipendiri perusahaan sehingga aktaipendirianiyang dibuatnya 

memuatianggaran dasariperusahaan dengan dasar ketentuan undang-undang 

yangiberlaku. 

Notaris tidak diperbolehkan mengikuti keinginan dan kemaupan para pihak yang 

menghadap kepadanya dan membuka pembahasan terpisah, perlu baginotaris untuk 

mengarahkan seluruh pihak yang membuat kontrak secara aktif yang langsung 

dilakukan didepan semua pihak terkait dengan pengakuan oleh undang-undang 

sebagai akta resmi, sah, dan tepat. Akibatnyaisetiapiakta yangidibuat diimuka 

notarisiadalah otentikidan mengikatisemua pihakiuntuk mengakuinya. 

Berdasarkan Pasali15 ayati (1) UUiNo.i40 Tahuni2007 yang menyebutkan 

muatan anggaran diantaranya seperti namaidan tempatikedudukaniperseroan, 

jangkaiwaktu berdirinyaiperseroan, maksudidan tujuaniserta iusaha perseroan, 

daniketentuan-ketentuan lainiyang tidakibertentangan dengan undang-undang. 

Akta pendirian yang didalamnya terdapat anggaran dasar juga berbagai 

keterangan lainnya mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki dari pihak-pihak 

yang membuatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa akta pendirian merupakan 

peraturan yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Sebelum suatu perseroan 

mendapatkan pengesahan badan hukum, anggaran dasar tersebut hanya mengikat 

pihak-pihak yang mengambil bagian dalam perseroan seperti para pendiri dan pihak 

pesero. Secara hierarkis anggaran dasar tentunya tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan syarat sahnya perjanjian (diatur dalam Pasal 1320 s/d 1337 KUHPer) dan 

ketentuan undang-undang lebih tinggi yang mengaturnya (UU No. 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas). 

Pentingnya pendaftaran perusahaan tercantum dalam penjelasan umum Undang-

Undang Wajib Daftar Perusahaan yang pada pokoknya adalah untuk: 

1. Melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian 

akibat praktik persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya seperti penggunaan 

merek terdaftar tanpa izin dan persaingan tidak sehat. 

2. Memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, 

dan menciptkan dunia usaha yang sehat. 

3. Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, 

bekerja, serta berkedudukan di Indonesia dengan daftar perusahaan. 

 

CONCLUSION 

Hukum perusahaan berkedudukan pada hukum administrasi negara juga 

hukum ekonomi dengan bentuk-bentuk seperti perusahaan perseorangan, 

perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum yang berkegiatan 

dalam bidang perekonomian dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba 

yang dilakukan oleh pihak disebut dengan pengusaha. Bagi seorang calon 

pengusaha sangatlah penting untuk memahami hukum perusahaan seperti Undang-

Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam UUPT sendiri 

menyebutkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu perusahaan 

seperti didirkan oleh dua orang atau lebih, berstatus badan hukum serta adanya 
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anggaran dasar perseroan. Dalam mendirikan suatu perusahaan juga dibutuhkan 

akta pendirian yang didalamnya terdapat berbagai keterangan lainnya yang 

mengatur hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuatnya. 
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